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ABSTRAK

Pilkada serentak mulai diselenggarakan pada tahun 2015 dan berlanjut pada
tahun 2017, terakhir Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2018. Pelaksanaan
Pilkada serentak berdampak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hasil
Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentuk undang-undang
mengamanatkan kepada MK agar memutus sengketa Pilkada kurang dari 45
(empat puluh lima ) hari kerja. Dengan waktu yang singkat dan melihat potensi
akan banyaknya timbul sengketa Pilkada maka pembentuk undang-undang
mengatur dalam pasal 158 UU Pilkada mengenai ambang batas pengajuan
permohonan sengketa Pilkada di MK. Pembatasan tersebut dibuat kedalam angka-
angka yang didasarkan pada selisih perolehan suara antar calon kepala daerah
yang disesuaikan dengan jumlah penduduk tempat kontestasi Pilkada

diselenggarakan, yakni antara 0,5% hingga 2% dari jumlah pemilih sah.

Aturan tersebut dirasa tidak mencerminkan keadilan bagi para pencari keadlian
khususnya para calon kepala daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengujian
materil UU Pilkada terkait pasal ambang batas ke MK melalui Putusan Nomor
52/PUU-XI11/2015. Namun MK menyatakan bahwa pengaturan mengenai ambang
batas adalah konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal
policy) dari pembentuk undang-undang. MK juga menilai bahwa ketentuang
ambang batas berfungsi sebagai rekayasa sosial agar masyarakat menempuh
pranata dan lembaga yang disediakan secara optimal sebelum mengajukan
gugatan ke MK. Dalam penulisan ini melihat masalah ambang batas pada pasal
158 menimbulkan permasalahan dikarenakan terdapat beberapa putusan MK yang

mengesampingkan ambang batas terkait sengketa hasil calon kepala daerah.

Kata Kunci: Ambang Batas, Hak Asasi Manusia,Pemilihan Kepala Daerah
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat.
Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi” Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi menjamin
peran serta masyarakat yang mana direfleksikan dalam hal memilih
pemimpin mereka karena dalam negara demokrasi rakyat harus dilibatkan
secara aktif. Wujud nyata dilaksanakan paham kedaulatan rakyat atau
demokrasi di Indonesia adalah dengan dilaksanakanya pemillihan umum
(pemilu) yang jujur dan adil (free and fair elections). Pemilu jujur dan adil
dapat dicapai apabila adanya tingkat kesadaran dan kedewasaan rakyat.
Selain dari kedewasaan rakyat tentunya terdapat faktor-faktor lain untuk
mewujudkan kontestasi pemilu yang sehat antara lain adalah terdapat
perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus
melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, dan pihak-pihak lain
yang terlibat pemilu dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan,
penipuan, dan berbagai praktik kecurangan lainnya. Saat ini telah terdapat
seperangkat aturan-aturan yang menjadi payung hukum bagi pemilu di
Indonesia terdapat pada pasal 22 E ayat 1-5 UUD 1945. Selain aturan pemilu
yang diatur pada pasal 22 E ayat 1-5 UUD 1945 terdapat juga aturan khusus
mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diatur pada pasal 18 ayat
4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kaupaten, dan
kota dipilih secara demokratis”. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 ditafsirkan oleh
pembuat undang-undang menjadi dipilih langsung oleh rakyat Penafsiran
tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat (1). Selanjutnya konsekuensi logis
adanya pemilihan langsung berpotensi akan menimbulkan sengketa
khususnya mengenai hasil pemiliu. Sengketa hasil pemilu dibagi menjadi 2
bagian yaitu sengketa hasil pemilu yang terdapat pada pasal 22 E ayat (2)



yang berbunyi sebagai berikut” Pemilihan umum diselenggarakan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sengketa hasil pemilu yang diatur pada pasal 22 E ayat (2) menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ini sesuai dengan amanat pasal 24 C
ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “ Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, Memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bagian ke 2 adalah sengketa
terkait hasil pemilihan kepala daerah yang dipisahkan dari rezim pemilu
pada pasal 22 E ayat (2). Terkait mekanisme sengketa hasil Pilkada memiliki
sejarah terkait lembaga-lembaga yang menangani sengketa Pilkada. Dalam
proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada terjadi pola-pola pelimpahan
kewenangan, seperti yang mana terjadi terhadap dua lembaga peradilan di
Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai
dengan Undang-Undang Pilkada terdapat mengenai tata cara penyelesaian
sengketa hasil pikada dan juga lembaga pengadilan yang berhak untuk
menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yaitu Mahkamah
Agung beserta pengadilan dibawahnnya.? Namun dalam perkembangan
DPR dan Presiden Selaku pembentuk undang-undang telah mengalihkan

kewenangan penyelesaian sengekta hasil

! Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, Tinjauan
Terhadap Effisiensi Pelaksanaan Pemilu Indonesia, him 39 (Kementrian Hukum dan
Ham Republik Indonesia)

2 Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.



pemilihan kepala daerah kepada institusi pengadilan lainnya yaitu
mahkamah konstitusi.> Asumsi dan pandangan yang kini ada bahwasanya
MK dapat diberi kewenangan lebih untuk menangani sengketa Pilkada
bukan hal yang ringan dan tanpa regulasi khusus yang mengamanatkan
secara eksklusif kepada MK, semua telah terdapat melalui UU Pilkada yang
memang sempat beberapa kali mengalami revisi namun pada akhirnya
bermuara kembali ke MK sebagai lembaga yang dianggap kredibel dan baik
secara kinerja untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada* Namun pada
akhirnya berdasarkan UU Pilkada terbaru yakni Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam pasal 157
ayat (1), (2), dan

(3) yang menyebutkan bahwasanya perkara hasil pemilihan kepala daerah
diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum
pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan
perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh
Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut
Sejak saat itu hingga kini kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan
kepala daerah masih merupakan kewenangan mahkamah konstitusi sampai

dengan dibentuk pengadilan khusus.®

Dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah
dikenalkan suatu konsep formalistik baru yaitu ambang batas dalam
pengajuan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara pemilihan
kepala daerah. Sesuai dengan Pasal 158 UU Pilkada ambang batas ini

didasarkan pada selisih perolehan suara dengan

3 Pasal 236C yang menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan
kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

Topo Santoso, Penegakan Hukum Pemilu- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah praktik
pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014 (Jakarta : PerludemUS-AID, DRSP), him.5
5 Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang

— Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang

menggunakan instrumen persentase antara 0,5% sampai dengan 2% yang
dihitung menurut jumlah penduduk, jumlah suara sah, dan selisih suara antar
pemenang pemilihan kepala daerah sah, dan selisih suara antara pemenang
Pilkada dengan pemohon. Ketentuan ini dibuat oleh pembentuk undang-
undang untuk membatasi jumlah perkara sengketa hasil Pilkada yang akan
diperiksa oleh pengadilan.® Alasan diberlakukannya pasal 158 ambang batas
dalam UU pilkada dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk membatasi
jumlah perkara sengketa hasil Pilkada yang akan diperiksa oleh pengadilan.
Selain itu, ketentuan ini merupakan jalan tengah agar MK atau badan
peradilan khusus yang terbentuk nantinya tidak terlalu terbebani dengan
perkara sengketa hasil Pilkada. Sebab, sistem penyelenggaraan Pilkada di
Indonesia sejak 2015 telah berubah dari penyelenggaraan Pilkada yang
terpisah menjadi penyelenggaraan Pilkada serentak. Sementara itu, batas
waktu penyelesaian sengketa Pilkada serentak dibatasi hanya 45 hari kerja.
Oleh karenanya, ambang batas ini dimaksudkan agar pengadilan dapat
memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa hasil Pilkada dengan fokus
pada perkara yang memiliki selisih suara tidak terlampau jauh, sehingga
signifikansi perubahan keterpilihan pasangan calon dalam Pilkada dapat
diukur sejak awal. Selain dari alasan tersebut ketentuan ambang batas lahir
berangkat dari banyak pengalaman terjadinya penumpukan perkara dalam sengketa
Pilkada di MK. Selain itu, ketentuan ini merupakan jalan tengah agar MK atau badan
peradilan khusus yang terbentuk nantinya tidak terlalu terbebani dengan perkara
sengketa hasil Pilkada. Sebab, sistem penyelenggaraan Pilkada di Indonesia sejak

2015 telah berubah dari penyelenggaraan Pilkada yang terpisah menjadi
penyelenggaraan Pilkada serentak.

Dengan adanya aturan formalistik tersebut banyak proses
penyelesaina sengketa perkara gugur karena tidak memenuhi aturan ambang

batas yang terdapat pada pasal 158 Undang-Undang Pilkada.Selain itu



dikhawatirkan pengadilan yang berwenang saat ini akan menggunakan
paradigma prosedural tanpa mementingkan keadilan substantif. Dengan
kata lain Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang berwenang saat ini
akan mengesampingkan/mengabaikan perkara-perkara yang terdapat
indikasi pelanggaran yang belum terselesaikan hanya karena tidak
memenuhi ambang batas pengajuan sengeketa ke pengadilan. Hal ini
tentunya akan bertendensi bertentangan dengan norma-norma yang terdapat
dalam konstitusi yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai norma tertinggi
di negara Indonesia dan khususnya adalah menegakkan-prinsip Pemilu yang

teratur, bebas, dan adil. ’

Norma konstitusi yang diciderai adalah pasal 27(1) mengamanatkan
“Segala warga negara bersamaan keudukannya didepan hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya, pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
“ Setiap orang berhak atas

6 Pasal 157 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang

— Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang

" Pan Mohamad Faiz, Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil melalui
Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, Nomor 3,
September 2017.



pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dapat dilihat dalam kasus ambang
batas bahwa calon kepala daerah yang tidak memenuhi ambang batas tidak
bisa mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperjuangkan hak nya
sebagai warga negara, ketika sudah terdapat kecurangan yang menimbulkan
sengketa hasil Pilkada. Selain itu, aturan ambang batas juga telah melanggar
pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dari pasal tersebut dapat
disimpulkan bahwa dengan adanya pemberlakuan ambang batas telah
menghambat kesempatan calon kepala daerah untuk duduk dalam
pemerintahan karena bisa saja hasil sengketa Pilkada dapat mempengaruhi
siapakah pemenang sebenarnya dalam kontestasi Pilkada. Pada akhirnya
pemberlakuan ambang batas ini patut untuk dipertanyakan eksistensinya.

Dalam penanganan hasil sengketa Pilkada, MK dalam beberapa
putusannya di tahun 2017 1 telah mengesampingkan pasal 158 UU Pilkada
terkait syarat ambang batas pada empat perkara, yaitu di kabupaten Intan
Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten
Kepuluan Yapen. Selanjutnya pada tahun 2018 MK kembali
mengesampingkan ambang batas dalam penanganan hasil sengketa Pilkada
yaitu dikabupaten mimika dan paniai. Dari putusan putusan yang telah
disebutkan semua putusan tersebut telah mengesampingkan ambang batas
yang terdapat pada UU Pilkada pada pasal 158. Hal ini terpaksa dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan norma dalam konstitusi dan
memberika keadilan bagi warga negara yang hak nya telah dicederai dalam
kontetasi pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan pernyataan Saldi Isra
yang mengatakan bahwa “ Bagaimanapun, kepala daerah dan wakil kepala
daerah tidak boleh diisi oleh mereka yang meraih dukungan dengan cara
yang curang. Dalam konteks itu, peranti ambang batas tidak boleh dijadikan
sebagai tameng guna melindungi pelanggaran yang nyata-nyata telah

terlihat didepan mata 8

8 Saldi Isra, “ Ambang Batas Sengketa Pilkada”, www.saldiisra.web.id/index/.php/tulisan/artikel-

koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa -pilkada.html, ”, diakses pada tanggal 9
februari 2020 pukul 08.03 wib



http://www.saldiisra.web.id/index/.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa%20-pilkada.html
http://www.saldiisra.web.id/index/.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa%20-pilkada.html

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah penelitian untuk

mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang

berjudul:

“PENERAPAN AMBANG BATAS DALAM PENGAJUAN PEMBATALAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PASAL 158 UNDANG-
UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI , DAN
WALIKOTA DIKAITKAN DENGAN PENEROBOSAN HUKUM DALAM
BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU

BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

1.2

13

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan di latar belakang , maka

dirumuskan masalah hukum dari pemasalah tersebut sebagali

berikut:

1

Apakah ambang batas dalam pasal 158 Undang-Undang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat terus
diberlakukan meskipun sudah terdapat penerobosan hokum oleh
Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi dikaitkan dengan hak asasi manusia?

Bagaimana Solusi dan Ambang batas yang tepat dalam
pengajuan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara
pemilihan kepada daerah untuk menghindari penumpukan
perkara terkait hasil sengketa pilkada pada masa pilkada

serentak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menyelesaikan permasalahan akibat diberlakukannya

penerapan ambang batas dalam pengajuan sengketa pemilihan
kepala daerah yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi
Manusia

Untuk menawarkan solusi pengganti ambang batas dalam rangka

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.



14 Manfaat Penelitian.
1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata

Negara dan Hukum Hak Asasi Manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pemerintah maupun pihak terkait mengenai diperlukan atau
tidaknya syarat ambang batas dalam pengajuan sengketa
Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

1.5 Metode Penelitian

151

152

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Yuridis Normatif yang difokuskan dengan mengkaji

peraturan perundang-undangan yang memadai terkait
penerapan ambang batas dalam pengajuan sengketa Pilkada

di Mahkamah Konstitusi

Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

ialah sebagai berikut.

1 Yuridis, dalam penelitian ini dilakukan audit peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Normatif, penelitian ini melakukan analisis mengenai
penerapan hukum yang berlaku.

3. Futuris, penelitian ini memaparkan konsep atau pemikiran
lain mengenai kemungkinan dihapuskannya ambang
batas dalam pengajuan sengketa Pilkada di MK

4. Historis, penelitian ini melihat pada sejarah maupun
landasan awal dari lahirnya konsep ambang batas dalam
pengajuan sengketa Pilkada di MK

5. Filosofis, penelitian ini melihat pada pandangan hidup di
Indonesia dikaitkan dengan penerapan ambang batas



1.6

dalam pengajuan sengketa Pilkada di MK
15.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder dengan bantuan dari data primer.
Teknik pengumpulan ini meliputi:
A. Bahan Hukum Primer
e Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
e Undang Undang
B. Bahan — bahan yang berhubungan dan memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku,
karya ilmiah, jurnal, doktrin dan makalah. Bahan hukum
sekunder yang digunakan berkaitan dengan penerapan
ambang batas dalam pengajuan sengketa Pilkada di MK
dan terkait Hak Asasi Manusia
C. Bahan Hukum Tersier
e Koran
e Kamus Besar Bahasa Indonesia
e Majalah
e Ensiklopedia

1.5.4 Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan teknik analsis yuridis analitis
secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif
Sistematika
Penulisan BAB | -
PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai alasan yang menjadi latar
belakang dilakukannya penelitian ini. Dari latar belakang tersebut
akan dimunculkan permasalahaan yang dituangkan dalam rumusan
masalah yang akan di analisis oleh penelitian ini. Selain itu, akan
dibahas pula mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang

akan dilakukan.



BAB Il — Negara Hukum, Hak Asasi Manusia khususnya Hak
Asasi Manusia Bakal Calon Kepala Daerah,

Pada bab ini akan dibahas mengenai Hak Asasi Manusia dalam
konsepsi negara hukum dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia bagi
Calon Kepala Daerah khususnya Hak 28 D ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum. Dapat dilihat dalam kasus ambang batas
bahwa calon kepala daerah yang tidak memenuhi ambang batas tidak
bisa mendapatkan kesempatan yang adil untuk memperjuangkan hak
nya sebagai warga negara, ketika sudah terdapat kecurangan yang
menimbulkan sengketa hasil Pilkada , dan 28 D ayat (3) UUD 1945
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa
dengan adanya pemberlakuan ambang batas telah menghambat
kesempatan calon kepala daerah untuk duduk dalam pemerintahan
karena bisa saja hasil sengketa Pilkada dapat mempengaruhi siapakah
pemenang sebenarnya dalam Kkontestasi Pilkada. Pada akhirnya
pemberlakuan ambang batas ini patut untuk dipertanyakan
eksistensinya.

BAB Ill - Pilkada, Sengketa Pilkada, dan Penerapan
Ambang Batas Dalam Sengketa Pilkada,
Mahkamah Konstitusi

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai sengketa pilkada sejarah

diberlakukannya ambang batas dalam pengajuan permohonan

pembatalan penetapan hasil perhitungan suara pemilihan kepala
daerah dan juga penerapan ambang batas dalam proses pengajuan
sengketa hasil perhitungan suara Pilkada serta pengesampingan-
pengesampingan ambang batas yang dilakukan oleh pengadilan yang
berwenang saat ini dalam menangani sengketa hasil Pilkada yaitu

Mahkamah Konstitusi

10



BAB IV - Analisis Terhadap Penerapan Ambang Batas Dalam
Sengketa Pilkada Di Indonesia

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kaitan antara ambang batas
dalam UU Pilkada dengan Hak Asasi Manusia Calon Kepala Daerah.
Selain itu akan diuraikan juga mengenai solusi yang paling tepat dalam
menangani sengketa pilkada.

BAB V - PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang

telah dilakukan
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